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Pendahuluan

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Peri-

kanan tahun 2011 (Suartika, 2014), potensi penda-

patan sektor perikanan laut adalah Rp 65 triliun dan 

terjadi illegal fishing. Sementara data audit BPK 2012 

menemukan potensi pendapatan bila illegal fishing 

dihilangkan adalah Rp 365 triliun. Artinya ada Rp 

300 triliun potensi pendapatan Negara yang hilang.

Praktek illegal fishing untuk negara Indonesia de-

ngan luas laut lebih dari 5 juta km2 memang bukan 

hal yang mudah untuk diatasi. Sondakh & Sukma-

wati (2014) memasukkan pelanggaran hukum di 

laut sebagai bentuk ancaman karena berpotensi me-

rusak perekonomian negara. Untuk itu, pemerintah 

menyatakan perang terhadap illegal fishing, karena 

illegal fishing merupakan masalah serius yang harus 

segera ditanggulangi sebab sangat membahayakan 

kelestarian sumber daya dan merugikan secara eko-

nomi bagi Negara (IUU Fishing, 2015). Hal ini sejalan 

dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden, 

menginstruksikan agar Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan Laut (TNI AL) menenggelamkan ratusan 

kapal perikanan berbendera asing yang masuk ke 

perairan Indonesia secara ilegal. Menurut Presiden 

illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing sela-

ma ini telah merugikan negara cukup besar. Lapor-

an menyebutkan setiap hari 5.400 kapal yang masuk 

perairan Indonesia tanpa izin (Syarief, 2014).

Secara umum dalam melaksanakan penegakan ke-

daulatan dan hukum di laut, TNI AL dalam hal ini 

Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) akan melak-

sanakan pengamatan terhadap semua kapal yang 

dicurigai melaksanakan kegiatan ilegal di perairan 

yurisdiksi Indonesia, selanjutnya menghentikan, 

memeriksa dan menentukan apakah kapal tersebut 

melakukan pelanggaran atau tidak. Jika tidak dite-

mukan bukti awal yang cukup maka kapal tersebut 

diijinkan melanjutkan pelayaran, tetapi jika terda-

pat bukti permulaan yang cukup, maka KRI akan 

menangkap kapal tersebut dan dibawa ke pelabuh-

an/pangkalan terdekat dengan cara di ad hock, di-

gandeng dan/atau dikawal untuk menjalani proses 

hukum.

Ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 

45 Tahun 2009 secara substansi dan redaksional me-

nimbulkan penafsiran dalam penerapannya. Apa-

kah tindakan khusus itu hanya diberikan kepada 

penyidik PPNS Perikanan atau termasuk penyidik 

Perwira TNI AL dan penyidik Polri sebab penerap-

an Pasal 69 ayat (4) semata-mata dalam konteks pe-

laksanaan fungsi kapal pengawas perikanan bukan 

dilaksanakan oleh kapal-kapal milik TNI AL dan 

atau Polri karena mereka bukanlah kapal penga-

was perikanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 

(1) penyidik tindak pidana di bidang perikanan di 

wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 

Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, kebijakan mengenai pembakar-

an dan/atau penenggelaman kapal ikan berbendera 

asing berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Un-

dang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Peri-

kanan yang dilakukan oleh KRI tampaknya masih 

menimbulkan problem yuridis. Di satu sisi, masih 

diperdebatkan mengenai kewenangan penyidik 

dalam melakukan tindakan penenggelaman kapal 

perikanan berbendera asing, apakah hanya dilaku-

kan oleh kapal pengawas perikanan. Di sisi lain, pe-

nenggelaman kapal ikan asing terkait dengan status 

hukum barang bukti kapal yang sudah tenggelam 

juga implikasi terhadap hubungan NKRI dengan 

negara terkait.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini ada-

lah: (1) Bagaimana dasar hukum KRI melakukan 

penenggelaman kapal perikanan berbendera asing 

dalam rangka melaksanakan penegakan hukum 

tindak pidana perikanan di ZEEI?; (2) Bagaimana 

status hukum barang bukti kapal yang sudah teng-

gelam di ZEEI dalam proses pembuktian?; (3) Ba-

gaimana implikasi penenggelaman kapal perikanan 

berbendera asing terhadap hubungan NKRI dengan 

negara bendera kapal?.

Untuk pembahasan kedua persoalan yang dimuat 

dalam rumusan masalah, peneliti akan mengguna-

kan 2 (dua) teori saja sesuai dengan permasalahan 

yang akan dibahas atau dalam perkataan lain, ma-

sing-masing permasalahan menggunakan satu teo-

ri. 

Teori Penegakan Hukum

Utrecht (Rahardjo, 2000) hukum adalah himpunan 

petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan, 

yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, 

dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat 

yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran pe-

tunjuk hidup tersebut, dapat menimbulkan tindak-

an oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. 

Penegakan hukum dalam bahasa Indonesia dikenal 

beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, 

seperti penerapan hukum, tetapi tampaknya istilah 

penegakan hukum adalah yang paling seringkali 
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digunakan; dengan demikian, pada waktu-waktu 

mendatang istilah tersebut akan semakin mapan 

atau merupakan istilah yang dijadikan (coined). Da-

lam bahasa asing dikenal juga berbagai peristilahan, 

seperti rechtstoelpassing; rechtshandhaving (Belanda); 

law enforcement (Inggris); application (Amerika).

Penegakan hukum menurut Asshiddiqie (2012) 

adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nya-

ta sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau 

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara.

Dalam kenyataan, proses penegakan hukum me-

muncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat pe-

negak hukum (Rahardjo, 2000). Peranan peraturan 

hukum cukup besar dalam hubungannya dengan 

pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para 

penegak hukum. Dalam nada yang mungkin agak 

ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau 

kegagalan para penegak hukum dalam melaksana-

kan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak pera-

turan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. 

Dalam banyak hal upaya penegakan hukum, tidak 

cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar 

dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain 

juga harus diperhatikan, seperti aparat hukum dan 

kultur masyarakatnya (Sunaryo, 2011). 

Menurut Friedman (2001), hukum sebagai suatu sis-

tem akan dapat berperan dengan baik di dalam ma-

syarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi 

dengan kewenangan-kewenangan di bidang pene-

gakan hukum. Sistem hukum tersusun dari subsis-

tem hukum yang berupa: 1) Substansi hukum; 2) 

Struktur hukum; dan 3) Budaya hukum.

Ketiga unsur sistem hukum inilah yang nantinya 

akan sangat menentukan apakah suatu sistem hu-

kum berjalan atau tidak. Substansi hukum biasa-

nya terdiri dari peraturan perundang-undangan. 

Sedang struktur hukum adalah aparat, sarana dan 

prasarana hukum. Adapun budaya hukum adalah 

berupa perilaku dari para anggota masyarakat itu 

sendiri.

Sementara menurut Soekanto (Hatta, 2009), masa-

lah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak 

pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi-

nya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti sentral 

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak 

pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor terse-

but adalah: (a) Faktor hukum sendiri (misalnya un-

dang-undang); (b) Faktor penegak hukum, yakni pi-

hak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum; (c) Faktor sarana atau fasilitas yang men-

dukung penegakan hukum; (d) Faktor masyarakat, 

yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan; (e) Faktor kebudayaan, yakni seba-

gai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang ha-

rus selalu diperhatikan, yaitu (Mertokusumo, 2010): 

Pertama, Kepastian hukum (rechtssicherheit) meru-

pakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan 

sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang 

akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan 

dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap-

kan adanya kepastian hukum sebab dengan kepas-

tian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kedua, 

kemanfaatan (zweckmassigkeit) merupakan harapan 

masyarakat terhadap manfaat dalam pelaksanaan 

atau penegakan hukum. Hukum untuk manusia 

maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum 

harus memberi manfaat atau kegunaan bagi ma-

syarakat. Ketiga adalah keadilan (gerechtigkeit). Ma-

syarakat sangat berkepentingan bahwa pelaksana-

an atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. 

Penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik 

dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat 

setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sedangkan 

keadilan bersifat subjektif, individualis dan tidak 

menyamaratakan. 

Teori Pembuktian

Kegiatan pembuktian yang dijalankan dalam pera-

dilan, pada dasarnya adalah suatu upaya untuk me-

rekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peris-

tiwa yang sudah berlalu. Dalam hal merekonstruksi 

peristiwa itu diperlukan alat bukti dan cara penggu-

naannya sesuai dengan ketentuan yang ada tentang 

pembuktian sesuatu. Atas dasar apa yang dipero-

leh dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi 

peristiwa yang sudah berlalu yang sebisanya sama 

persis dengan peristiwa yang sebenarnya (Chazawi, 

2005).

Hakim dalam memeriksa suatu perkara yang menu-

ju ke arah ditemukannya kebenaran material dalam 

menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan 

karena kebenaran material yang dicari itu telah le-

wat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwanya 

terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang-

kadang berselang beberapa tahun. Alat-alat bukti 

seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. 

Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempu-

nyai sifat pelupa. Pengertian bukti, membuktikan, 

terbukti dan pembuktian menurut Purwadarminta 
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(dalam Waluyo, 1996) sebagai berikut: Pertama, 

Bukti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) 

yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran su-

atu hal (peristiwa dan sebagainya); Kedua, tanda 

bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi 

tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagai-

nya); Ketiga, membuktikan mempunyai pengertian 

memberi (memperlihatkan) bukti; melakukan sesu-

atu sebagai bukti kebenaran, meyakinkan; Keempat, 

pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) 

membuktikan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupa-

kan suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-

keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti 

guna memperoleh suatu keyakinan atas benar ti-

daknya perbuatan pidana yang didakwakan untuk 

mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri ter-

dakwa (Muhammad, 2007).  

Teori pembuktian tradisional dikemukakan oleh 

Kemper (dalam Prodjohamidjojo, 2001) bahwa, teo-

ri tradisional meliputi teori negatif, teori positif dan 

teori bebas. Teori negatif menyatakan bahwa hakim 

boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapat-

kan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa 

telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdak-

wa. Dalam Pasal 294 HIR ayat (1) tentang keharusan 

adanya keyakinan hakim dan alat bukti yang sah. 

Selanjutnya teori positif, hakim hanya boleh me-

nentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti mini-

mum yang diperlukan oleh undang-undang yang 

diterapkan dalam Pasal 183 KUHAP. Teori terakhir 

yaitu teori bebas, hakim di dalam memutuskan sua-

tu perkara tidak terikat oleh undang-undang, yang 

dijadikan dasar adalah keyakinan hakim tentang 

kesalahan terdakwa pada alasan-alasan yang logis. 

Dalam teori modern, digolongkan ke dalam empat 

teori pembuktian, antara lain. Pertama, Teori pem-

buktian berdasarkan undang-undang positif (positif 

wettwlijks theorie). Menurut Hamzah (2001) teori ini 

apabila alat bukti telah terpenuhi maka hakim da-

pat menjatuhkan putusannya tanpa harus ada ke-

yakinan hakim atas kebenaran alat bukti yang ada. 

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Prodjodikoro 

(Hamzah, 2001) untuk dianut di Indonesia yang me-

ngatakan bahwa: “Bagaimana hakim dapat mene-

tapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan 

kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, 

lagipula keyakinan seorang hakim yang jujur ber-

pengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan 

keyakinan masyarakat”.

Kedua, teori pembuktian berdasarkan keyakin-

an hakim. Teori ini disebut juga conviction in time, 

didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan ter-

dakwa sekalipun tidak selalu membuktikan kebe-

naran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin 

terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan 

yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan 

dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat 

bukti dalam undang-undang. 

Ketiga, teori pembuktian berdasarkan keyakinan 

hakim atas alasan yang logis (la conviction rais onnee). 

Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang 

berdasarkan keyakinan hakim sampai batas terten-

tu (la conviction rais onnee). Menurut teori ini, hakim 

dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan 

keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepa-

da dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu 

kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-

peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian 

ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim 

bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya 

(vrije bewijs theorie).

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang 

secara negatif (negative wettelijke bewijstheorie). Sis-

tem atau teori pembuktian ini selain menggunakan 

alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-

undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Te-

ori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian 

berganda (doubelen gronslag) karena menggunakan 

alat bukti yang tercantum dalam undang-undang 

dan keyakinan hakim (Hamzah, 2001). Keyakinan 

yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fak-

ta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan 

dalam undang-undang. 

Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem 

atau teori pembuktian negative wettelijke bewijsthe-

orie. Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan sebagai 

berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah mela-

kukannya”.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem 

pembuktian menurut undang-undang yang negatif. 

Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus di-

lakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan 

yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentu-

kan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) 

dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan ten-
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tang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesa-

lahan terdakwa. 

Dari uraian di atas dapat di mengerti, bahwa pada 

hakikatnya seseorang tidak dapat dipidana jika ti-

dak terpenuhinya alat-alat bukti yang sah menurut 

KUHAP, yaitu minimal dua alat bukti dan keyakin-

an hakim itu sendiri. Mengenai alat bukti yang sah 

dalam sidang pengadilan diatur dalam Pasal 184 

ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti 

yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan 

ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa.

Dalam perkara pidana dikenal juga istilah ba-

rang bukti yang apabila diteliti dalam perundang-

undangan formil tidak ditemukan pengertian atau 

rumusannya. Sebagai acuan tentang apa yang di-

maksud dengan barang bukti dikemukakan Hamzah 

(2001) bahwa barang bukti dalam perkara pidana 

adalah barang mengenai mana delik dilakukan (ob-

yek delik) dan barang dengan mana delik dilaku-

kan, yaitu alat bukti yang dipakai melakukan delik, 

misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Ter-

masuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, 

misalnya uang negara yang dipakai untuk membeli 

rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang 

bukti atau hasil dari delik.

Mengenai barang bukti diatur dalam Pasal 39 KU-

HAP tentang apa-apa yang dapat dikenakan tindak-

an penyitaan oleh penyidik. Dalam hal persidangan 

barang bukti akan diperlihatkan kepada para ter-

dakwa dan saksi-saksi apakah benar barang bukti 

tersebut dipakai untuk melakukan suatu kejahatan. 

Peran barang bukti dalam persidangan guna mem-

buat perkara pidana menjadi terang dan ditemukan 

fakta-fakta mengenai kesalahan terdakwa. 

Kerangka Konseptual

Penegakan Hukum di Laut. 

Menurut Peraturan Kasal Nomor Perkasal/32/V/2009 

tanggal 4 Mei 2009 tentang Prosedur Tetap Penegak-

an Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah 

Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL bahwa pe-

negakan hukum di laut yang diamanatkan kepada 

TNI AL yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan 

oleh TNI AL dalam rangka menegakkan hukum dan 

menjaga keamanan di laut. Penegakan hukum di 

laut merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh 

hukum yang berlaku yang berkaitan dengan yuris-

diksi suatu negara. Adapun yurisdiksi merupakan 

kewenangan baik untuk menentukan ketentuan 

maupun untuk memaksannya, dan membutuhkan 

kemampuan untuk memelihara dan mengawasi 

pentaatan ketentuan-ketentuan hukum nasional 

maupun internasional, baik di dalam yurisdiksi per-

airan nasional maupun di perairan lainnya seperti 

zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). 

Dengan demikian penegakan hukum itu pada prin-

sipnya merupakan kelanjutan dari yurisdiksi yang 

dimiliki oleh suatu Negara (BPHN, 1994).

Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana ter-

tentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut (Guandi & Efendi, 2011). Menurut Jonkers 

(Afifah, 2014) memberikan definisi strafbaar feit 

menjadi dua pengertian. Pertama, definisi pendek 

memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah sua-

tu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh 

undang-undang; Kedua, Definisi lebih mendalam 

memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu 

kelakuan yang melawan hukum berhubung dilaku-

kan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan.

Tindak Pidana Perikanan

Dalam Pasal 1 angka (1) dan (7) Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Un-

dang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Peri-

kanan, yang dimaksud dengan perikanan adalah 

semua kegiatan yang berhubungan dengan penge-

lolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan 

lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, 

pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan 

dalam suatu sistem bisnis perikanan. 

Tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang 

dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan 

dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, 

produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang di-

laksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, 

yang dilakukan oleh orang/badan hukum yang 

mampu bertanggung jawab dan diancam pidana 

sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No-

mor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tindak pidana perikanan atau lebih dikenal dengan 

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU fishing) da-

pat dikategorikan dalam tiga kelompok (Mukhtar, 

2013): (1) Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan 

ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE su-

atu negara, atau tidak memiliki ijin dari negara ter-

sebut; (2) Unregulated fishing yaitu kegiatan penang-
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kapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara 

yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara 

tersebut; dan (3) Unreported fishing yaitu kegiatan pe-

nangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu 

negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya 

maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Illegal fishing (Rosalina, 2012) yaitu kegiatan pe-

nangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau 

kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yu-

risdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut 

atau bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, bertentangan dengan per-

aturan nasional yang berlaku atau kewajiban inter-

nasional yang dilakukan oleh kapal mengibarkan 

bendera suatu negara yang menjadi anggota orga-

nisasi pengelolaan perikanan regional tetapi ber-

operasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian 

dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi 

tersebut atau ketentuan hukum internasional yang 

berlaku.

Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam pene-

litian ini adalah metode pendekatan secara yuridis 

normatif, menurut Soekanto dan Mamudji (2001) 

penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan 

dengan norma-norma hukum yang merupakan pa-

tokan untuk bertingkah laku atau melakukan per-

buatan yang pantas. Norma-norma hukum dalam 

peraturan perundang-undangan yang menyangkut 

asas-asas hukum, pandangan-pandangan hukum, 

dan penerapan hukum in concreto, serta sistem hu-

kum terkait dengan penegakan hukum tindak pida-

na perikanan oleh KRI dalam perspektif Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ten-

tang Perikanan di ZEE Indonesia. 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari: Ba-

han hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat dan terdiri dari: (a) Norma (dasar) atau 

kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945; (b) Peraturan Dasar: mencakup dianta-

ranya Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 

dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) 

Peraturan perundang-undangan; (d) Bahan hukum 

yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat; (e) 

Yurisprudensi; (f) Traktat; (g) Bahan hukum dari 

zaman penjajahan yang hingga kini masih berla-

ku. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa 

peraturan perundang-undangan diantaranya: (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KU-

HAP; (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan; (3) Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; (4) Un-

dang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tenta-

ra Nasional Indonesia ; (5) Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1983 tentang ZEE (6) Undang-Undang No-

mor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; DAN 

(7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 

Pengesahan United Nations Convention on the Law of 

the Sea (UNCLOS 1982). Bahan hukum sekunder, 

seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, 

majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar 

dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian tindak 

pidana perikanan dan bahan hukum tersier berupa 

bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder 

seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan 

jurnal ilmiah (Soekanto dan Mamudji, 2001). 

Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga 

bahan itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. 

Studi dokumenter merupakan studi yang mengka-

ji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang 

berkaitan dengan peraturan perundang-undangan 

maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (Sal-

im dan Nurbani, 2013) terhadap beberapa kasus 

penembakan dan/atau penenggelaman kapal ikan 

yang pernah dilakukan oleh KRI. Analisis data da-

lam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Komando RI 

Kawasan Barat (Koarmabar), Staf Operasi Markas 

Besar TNI AL (Sopsal) dan Dinas Hukum TNI AL 

(Diskumal).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di 

Zona Ekonomi Eksklusif

Dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi sebagai beri-

kut: ”Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab 

VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuat-

an yang oleh ketentuan perundang-undangan lain 

diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-

undang ditentukan lain.” Berdasarkan ketentuan 

Pasal 103 tersebut, maka dikenal istilah tindak pida-

na umum dan tindak pidana khusus. Tindak pida-

na umum adalah semua tindak pidana yang tercan-

tum dalam KUHP dan semua undang-undang yang 

mengubah atau menambah KUHP. Tindak pidana 

khusus adalah semua tindak pidana yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan tertentu di 

luar KUHP salah satu diantaranya adalah Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indone-

sia Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan.



Darmika/Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia

-33-

“Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing” (IUU 

Fishing) artinya penangkapan ikan yang ilegal, ti-

dak dilaporkan dan tidak sesuai aturan yang berla-

ku (Sihotang, 2006). Pengertian IUU Fishing secara 

harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan 

yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak dia-

tur oleh peraturan yang  ada, atau aktivitasnya ti-

dak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga 

pengelola perikanan yang tersedia (PSDKP, 2008). 

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.1, Pa-

sal 3.2 dan Pasal 3.3 International Plan of Action to 

Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 

Unregulated Fishing (IPOA – IUU Fishing) (Ariadno, 

2007): 

1. Illegal Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan 

secara illegal di perairan wilayah atau ZEE sua-

tu negara, tidak memiliki ijin dari negara pantai;

2. Unregulated Fishing adalah kegiatan penangkap-

an ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu ne-

gara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku 

di negara tersebut; 

3. Unreported Fishing adalah kegiatan penangkap-

an ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu ne-

gara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya 

maupun data kapal dan hasil tangkapannya (Su-

larso, 2002).

Dasar Hukum Komandan KRI Melakukan Peneng-

gelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Dalam 

Rangka Penegakan Hukum di ZEE Indonesia

Tindakan penenggelaman kapal ikan berbendera 

asing dapat dilaksanakan pada saat dilakukan pe-

meriksaan di tengah laut berdasarkan ketentuan 

Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No-

mor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menya-

takan: “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau penga-

was perikanan dapat melakukan tindakan khusus 

berupa pembakaran dan/atau penenggelaman ka-

pal perikanan yang berbendera asing berdasarkan 

bukti permulaan yang cukup”.

Di dalam penjelasan Pasal 69 ayat (4) tersebut, Yang 

dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” 

adalah bukti permulaan untuk menduga adanya 

tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal peri-

kanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan 

berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, 

serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengang-

kut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan 

perikanan Negara Republik Indonesia . Ketentuan 

ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut 

tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, 

tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau 

pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikan-

an berbendera asing tersebut betulbetul melakukan 

tindak pidana di bidang perikanan.

Tindakan khusus mendapatkan reaksi karena apa-

bila diamati secara mendalam, ada inkonsisten dari 

regulator, tepatnya adalah menurut isi materi Pasal 

69 ayat (4). Ada dua unsur yang diberikan kewe-

nangan untuk melakukan penenggelaman kapal 

ikan asing namun apabila dihubungkan dengan 

kewenangan dari Penyidik berdasarkan Pasal 73 

ayat (1), tidak ada satupun yang memberikan kewe-

nangan untuk melakukan tindakan khusus peneng-

gelaman kapal ikan asing kepada penyidik, namun 

pemberian kewenangan itu muncul di Pasal 66C hu-

ruf k dan Pasal 69 ayat (4).  Berdasarkan Pasal 66C 

dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas seba-

gaimana dimaksud Pasal 66, pengawas perikanan 

berwenang:

a. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usa-

ha perikanan; 

b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan doku-

men usaha perikanan; 

c. Memeriksa kegiatan usaha perikanan; 

d. Memeriksa sarana dan prasarana yang diguna-

kan untuk kegiatan perikanan; 

e. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan sipi 

dan sikpi; 

f. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan; 

g. Mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang 

diperlukan untuk keperluan pengujian labora-

torium; 

h. Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pe-

mantauan kapal perikanan; 

i. Menghentikan, memeriksa, membawa, mena-

han, dan menangkap kapal dan/atau orang yang 

diduga atau patut diduga melakukan tindak pi-

dana perikanan di wilayah pengelolaan perikan-

an negara republik indonesia sampai dengan 

diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di 

pelabuhan tempat perkara tersebut dapat dipro-

ses lebih lanjut oleh penyidik; 

j. Menyampaikan rekomendasi kepada pemberi 

izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. Melakukan tindakan khusus terhadap kapal 

perikanan yang berusaha melarikan diri dan/

atau melawan dan/atau membahayakan kese-

lamatan kapal pengawas perikanan dan/atau 

awak kapal perikanan; dan/atau 
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l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum 

yang bertanggung jawab.

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau 

penenggelaman kapal perikanan berbendera asing 

sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (4) secara 

substansial dan redaksional berpotensi menimbul-

kan problem yuridis dalam penerapannya, mengi-

ngat: (1) Pasal 69 adalah ketentuan tentang Kegiat-

an Pengawas Perikanan (BAB XII) Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan 

tentang Tindakan Khusus sebagaimana diatur da-

lam ayat (4) secara tegas diimplementasikan dalam 

rangka melaksanakan ketentuan ayat (1) yang me-

nyatakan: “Kapal pengawas perikanan berfungsi 

melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum 

di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan 

perikanan Negara Republik Indonesia.” Sementara 

itu tindakan penenggelaman kapal ikan berbendera 

asing yang diatur dalam ayat (4) nya menyatakan:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas per-

ikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa 

pembakaran dan/atau penenggelaman kapal peri-

kanan berbendera asing berdasarkan bukti permu-

laan yang cukup.” 

Dengan demikian, penerapan ayat (4) semata-mata 

dalam konteks pelaksanaan fungsi kapal pengawas 

perikanan, bukan dilaksanakan oleh kapal-kapal 

patroli yang dimiliki oleh TNI AL dan atau Polri ka-

rena mereka bukanlah Kapal Pengawas Perikanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ten-

tang Perikanan. Meskipun kedua instansi tersebut, 

merupakan penyidik Tindak Pidana Perikanan. 

Kepala Dinas Hukum TNI AL (Kadiskum), Lak-

samana Pertama TNI Sunaryo mengatakan bahwa 

(Wibisino, 2008): "Kalau menenggelamkan kapal 

dilakukan sebagai satu tujuan, jelas hal tersebut 

melanggar. Tetapi kalau itu (tenggelam) akibat dari 

upaya penangkapan boleh dilakukan. TNI AL me-

miliki "Standard Operating Procedure" (SOP) sendiri 

untuk menenggelamkan kapal, sehingga tidak per-

lu ragu untuk melakukannya. Namun, penengge-

laman kapal pun dilakukan mengacu pada hukum 

yang berlaku.

Sedangkan menurut Djalal (dalam Wibisino, 2008), 

penembakan kapal asing pencuri ikan dibenarkan 

dalam hukum Indonesia, tetapi hanya bisa dilaku-

kan apabila kapal pencuri ikan melakukan perla-

wanan saat hendak ditangkap, selain itu apabila pe-

nembakan dilakukan sebagai upaya pembelaan diri.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi 

Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNCLOS 

1982) melalui Undang-Undang RI No 17 Tahun 

1985. Berikut ini beberapa ketentuan dalam UNC-

LOS 1982 yang dapat dijadikan dasar hukum bagi 

tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum sebagai pelaksanaan tugas 

penegakan kedaulatan dan hukum di laut sebagai 

berikut (Markas Besar Angkatan Laut Dinas Pem-

binaan Hukum, 2007): “Untuk maksud konvensi 

ini “kapal perang” berarti suatu kapal yang dimi-

liki oleh angkatan bersenjata suatu Negara yang 

memakai tanda luar yang menunjukan ciri khusus 

kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando se-

orang perwira yang diangkat untuk itu oleh Peme-

rintah Negaranya yang namanya terdapat di dalam 

daftar dinas militer yang tepat atau daftar serupa, 

dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk 

pada disiplin angkatan bersenjata regular”.

Dalam Pasal ini terlihat bahwa kapal perang suatu 

negara harus memenuhi unsur-unsur tertentu sesu-

ai dengan ketentuan hukum internasional. Adanya 

eksklusifitas kapal perang disebabkan peran kapal 

perang yang sangat berbeda dengan kapal-kapal 

perang lainnya, perbedaan yang menonjol adalah 

adanya imunitas terhadap kapal perang tersebut. 

Imunitas ini merupakan hak yang diakui oleh ma-

syarakat internasional dimana kapal perang tidak 

dapat ditangkap atau diperiksa oleh otoritas negara 

lain. Selain itu kapal perang merupakan perluasan 

wilayah atau kepanjangan tangan suatu negara.

Status Hukum Barang Bukti Kapal yang Sudah 

Tenggelam dalam Proses Pembuktian

Perihal status barang bukti berupa kapal ikan ber-

bendera asing yang hilang dan tenggelam akibat 

dilakukan penembakan oleh Komandan KRI dapat 

dianalisa sebagai berikut:

Kedudukan alat bukti dan barang bukti.

1. Alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 ayat (1) 

KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah 

adalah: (a) Keterangan Saksi (lihat Pasal 1 butir 

27 KUHAP); (b) Keterangan Ahli (lihat Pasal 1 

butir 28 KUHAP); (c) Surat (lihat Pasal 187 KU-

HAP); (d) Petunjuk (lihat Pasal 188 KUHAP ayat 

(1)); dan (e) Keterangan Terdakwa (lihat Pasal 

184 KUHAP).

2. Barang bukti. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP 

disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat 

disita, yaitu: (a) benda atau tagihan tersangka 
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atau terdakwa yang seluruh atau sebagian didu-

ga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai 

hasil dari tindak pidana; (b) benda yang telah di-

pergunakan secara langsung untuk melakukan 

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 

(c) benda yang digunakan untuk menghalang-

halangi penyelidikan tindak pidana; (d) benda 

yang khusus dibuat atau diperuntukkan mela-

kukan tindak pidana; dan (e) benda lain yang 

mempunyai hubungan langsung dengan tindak 

pidana yang dilakukan.

Selain itu di dalam Hetterziene in Landcsh Regerment 

(HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pa-

sal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat 

ataupun orang-orang berwenang diharuskan men-

cari kejahatan dan pelanggaran kemudian selan-

jutnya mencari dan merampas barang-barang yang 

dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta ba-

rang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahat-

an.

Bila kita bandingkan dengan sistem common law se-

perti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sa-

ngat berbeda. Dalam criminal procedure law Amerika 

Serikat, yang disebut forms of evidence atau alat bukti 

adalah: real evidence, documentary evidence, testimoni-

al evidence dan judicial notice. Dalam sistem common 

law ini, real evidence (barang bukti) merupakan alat 

bukti yang paling bernilai. Padahal real evidence atau 

barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut 

hukum acara pidana kita.

Di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP menjelaskan 

tentang apa-apa yang diharuskan di dalam suatu 

pembuktian perkara pidana di Indonesia diantara-

nya perlunya minimal dua alat bukti yang sah yang 

memperoleh keyakinan hakim bahwa telah terjadi-

nya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelaku-

nya, hal ini sangat penting karena menjadi patokan 

dalam proses pembuktian di Indonesia, gunanya 

adalah tidak lain untuk mencari suatu kebenaran 

materiil. Kebenaran dimaksud tentunya harus didu-

kung oleh benda-benda sebagai barang bukti yang 

mana benda yang telah dipergunakan secara lang-

sung untuk melakukan tindak pidana.

Namun demikian dengan dikeluarkannya Surat 

Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indone-

sia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Ka-

pal Dalam Perkara Pidana Perikanan memberikan 

penguatan kepada penyidik dan/atau pengawas 

perikanan untuk melakukan tindakan pembakaran 

dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang ber-

bendera asing.

Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung 

harapan pemerintah untuk memberikan hukuman 

yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, peru-

sahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan 

tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hu-

kum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera 

bagi pelaku dan korporasinya, maka barang bukti 

kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan 

pencurian ikan di laut dapat ditenggelamkan atau 

dimusnahkan. Teknis hukum tentang pemusnahan 

kapal telah diatur sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Per-

ubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan jo Pasal 76A Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38, 

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten-

tang KUHAP. 

Sesuai ketentuan tersebut maka pemusnahan kapal 

ditentukan sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mah-

kamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2015 sebagai berikut.

a. Terhadap Pasal 69 ayat (4) dalam melaksanakan 

fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pe-

nyidik dan/atau pengawas perikanan dapat me-

lakukan tindakan khusus berupa pembakaran 

dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang 

berbendera asing berdasarkan bukti permulaan 

yang cukup. Terhadap Pasal 69 ayat (4) ini, Ke-

tua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewe-

nangan untuk memberikan persetujuan.

b. Bahwa kapal yang terlibat kejahatan pencurian 

ikan di laut yang telah disita oleh penyidik se-

cara sah menurut hukum dan dijadikan barang 

bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau 

dilelang, penyidik harus meminta persetujuan 

Ketua Pengadilan Negeri setempat.

c. Apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadil-

an tingkat pertama, banding dan kasasi maka 

persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh ketua 

yang bersangkutan, namun apabila perkara te-

lah dilimpahkan ke majelis, maka persetujuan 

pemusnahan diterbitkan oleh majelis hakim 

yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian di atas, pada poin a maka je-

laslah bahwa dalam tindak pidana perikanan, mes-

kipun barang bukti kapal sudah ditenggelamkan 

oleh penyidik pada saat pemeriksaan di laut, proses 

hukumnya masih dapat dilanjutkan ke tahap penyi-

dikan, penuntutan dan tahap persidangan di peng-

adilan. Proses Penenggelaman kapal pelaku illegal 

fishing, tanpa harus melalui persetujuan Pengadilan 
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Negeri setempat. Terkait barang bukti yang akan 

dihadirkan pada saat persidangan, dapat berupa 

dokumentasi baik menggunakan kamera maupun 

audio visual (video), ikan hasil tangkapan yang di-

sisihkan untuk kepentingan pembuktian serta de-

ngan membuat berita acara pembakaran dan/atau 

penenggelaman kapal sepanjang peristiwa tersebut 

didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah.

Implikasi Penenggelaman Kapal Ikan Asing ter-

hadap Hubungan NKRI dengan Negara Bendera 

Kapal

Beberapa alasan yuridis yang dapat penulis sam-

paikan sebagai argumentasi guna membangun 

kepercayaan dan keyakinan kepada publik bahwa 

kebijakan Pemerintah tidak melanggar hukum baik 

hukum nasional maupun hukum internasional, se-

bagai berikut:

Tindakan Penenggelaman dan Pemusnahan Ba-

rang Bukti Berupa Kapal Ikan Berbendera Asing 

Merupakan Keputusan Pengadilan.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh keku-

atan hukum tetap berupa pemidanaan dalam ben-

tuk apapun, tidak dapat dibatalkan oleh kekuasaan 

pemerintahan di luar lingkup badan peradilan. De-

ngan kata lain, putusan tersebut tidak dapat digang-

gu gugat. Putusan hakim setelah diucapkan akan 

mengikat secara yuridis kepada pihak-pihak yang 

berperkara dan setiap orang yang disebutkan secara 

tegas dalam isi putusan dengan tanpa mengurangi 

hak-hak bagi para pihak untuk mengajukan upaya 

hukum kepada badan peradilan yang lebih tinggi 

jika ia merasa tidak puas terhadap isi putusan yang 

dijatuhkan, sedangkan secara sosiologis putusan 

juga mengikat setiap orang, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, karena pada hakikatnya 

dalam setiap putusan yang dijatuhkan tersirat ke-

wajiban bagi setiap orang untuk menghormati isi 

putusan itu sebagaimana setiap orang juga diwajib-

kan untuk menghormati hukum yang berlaku (Wi-

tanto dan Kutawaringin, 2013).

Kebijakan penenggelaman kapal ikan berbendera 

asing tetap sah dan tidak mengganggu hubungan 

persahabatan antar negara. Hal ini diperkuat de-

ngan pernyataan Juwana (2014), menilai kebijakan 

ini tidak akan memperburuk hubungan antarne-

gara seperti yang dikhawatirkan oleh mereka yang 

berseberangan. Ada 5 (lima) alasan mengapa kebi-

jakan penenggelaman kapal tangkap nelayan asing 

itu tetap sah dilakukan.

a. Tidak ada negara di dunia ini yang membenar-

kan tindakan warganya yang melakukan keja-

hatan di negara lain. Kapal nelayan asing yang 

ditenggelamkan adalah kapal yang tidak memi-

liki izin operasi.

b. Tindakan penenggelaman kapal tangkap nelayan 

asing dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak 

berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif). 

c. Tindakan penenggelaman sah secara hukum me-

rujuk Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebe-

lum tahun 2009 memang proses penenggelaman 

harus melalui putusan pengadilan yang berke-

kuatan hukum tetap. Tapi dengan adanya Un-

dang-Undang Perikanan Tahun 2009, kebijakan 

penenggelaman kapal sah.

d. Negara lain yang hendak mengajukan protes 

harus memahami atas tindakan pencurian ikan 

oleh kapal asing, karena Indonesia selama ini te-

lah dirugikan secara signifikan.

e. Penenggelaman akan memperhatikan kesela-

matan dari para awak kapal.

Hakikat Penegakan Hukum di Laut adalah Pene-

gakan Keamanan dan Penegakan Kedaulatan di 

Laut.

Penegakan kedaulatan di laut memiliki dua dimen-

si pemahaman yaitu kedaulatan negara (sovereignty) 

dan hak berdaulat (sovereignty right), sebagaimana 

diatur secara universal dalam UNCLOS 1982. Ke-

daulatan negara adalah kekuasaan tertinggi pada 

negara untuk melakukan suatu tindakan yang di-

anggap perlu demi kepentingan nasional negara itu 

sendiri berdasarkan hukum nasional dengan mem-

perhatikan hukum internasional. Kedaulatan ne-

gara meliputi kedaulatan atas wilayah, kedaulatan 

atas kepentingan nasional lainnya, serta kedaulatan 

atas pengawasan terhadap kegiatan di dalam wila-

yah negara. Oleh karena itu, negara memiliki hak/

wewenang untuk mengatur/membuat peraturan 

hukum (legislation), mengawasi berlakunya pera-

turan (control), dan menegakkan peraturan/hukum 

yang berlaku (law enforcement) demi kepentingan 

negara/ bangsa (Sondakh, 2004).

Disamping itu, hak berdaulat adalah suatu hak ne-

gara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eks-

ploitasi atas sumber daya alam hayati maupun non 

hayati di ZEE dan di landas kontinen berdasarkan 

hukum laut internasional (Konvensi PBB tentang 

Hukum Laut 1982) yang telah diratifikasi dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Oleh kare-

na itu, Negara memiliki hak pemanfaatan sumber 

daya alam, dan wewenang mengatur/membuat per-

aturan hukum (legislation), mengawasi berlakunya 
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peraturan (control), dan menegakkan peraturan/hu-

kum yang berlaku (law enforcement) yang berkena-

an dengan penegakan hak berdaulat, perlindungan 

dan pemanfaatan sumber daya alam di ZEE dan di 

landas kontinen.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang 

harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (Rech-

tssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan ke-

adilan (Gerechtigkeit). Dari uraian di atas, dikaitkan 

dengan teori penegakan hukum yang penulis guna-

kan maka tindakan Komandan KRI melakukan pe-

nembakan dan/atau penenggelaman terhadap kapal 

perikanan berbendera asing yang melakukan tindak 

pidana di WPP RI terutama di ZEE Indonesia lebih 

mengedepankan kepada kepastian hukum dari 

pada unsur kemanfaatan maupun unsur keadilan. 

Komandan KRI melakukan penembakan dan/atau 

penenggelaman sesuai kewenangan yang dimiliki 

setelah prosedur dilaksanakan dengan benar dan 

substansinya harus berdasarkan peraturan perun-

dang-undangan (asas legalitas). Ini berarti bahwa 

masyarakat pengguna laut khususnya kapal peri-

kanan berbendera asing maupun berbendera Indo-

nesia akan memperoleh sesuatu yang diharapkan 

yaitu adanya kepastian hukum bukan didasarkan 

karena arogansi serta tindakan sewenang-wenang 

dari aparat penegak hukum. Dengan demikian tu-

juan hukum yang bertugas menciptakan kepastian 

hukum dapat terwujud, sehingga ketertiban masya-

rakat pengguna laut tercapai.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Penembakan dan penenggelaman kapal ikan 

berbendera asing di Wilayah Pengelolaan Per-

ikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI) 

merupakan tindakan khusus yang diambil oleh 

Komandan KRI dalam rangka penegakan hu-

kum di bidang perikanan. Proses dan prosedur 

penembakan dan penenggelaman kapal ikan 

berbendera asing dapat dilaksanakan dalam hal 

pengejaran seketika maupun melaksanakan pe-

netapan pengadilan. Tindakan Komandan KRI 

secara substansi dan prosedur dapat dibenarkan 

sesuai wewenang yang dimiliki baik dalam ka-

pasitasnya sebagai aparat penegak hukum mau-

pun sebagai penyidik tindak pidana perikanan. 

Adapun legalitas Komanan KRI melakukan tin-

dakan penembakan dan penenggelaman kapal 

ikan berbendera asing, sebagai berikut:

a. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 

b. Di lingkungan TNI AL, pemeriksaan di laut 

bagi unsur operasional TNI AL (KRI/Pesud) 

berpedoman kepada ketentuan Peraturan 

Kasal Nomor Perkasal 32/V/2009 tanggal 4 

Mei 2009 tentang Prosedur Tetap Penegakan 

Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wila-

yah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL.

c. Melaksanakan Penetapan Pengadilan yang 

memberikan ijin kepada Penyidik TNI AL 

untuk melakukan pemusnahan/penengge-

laman barang bukti kapal ikan berbendera 

asing.

d. Konvensi Hukum Laut Internasional Ta-

hun 1982 (UNCLOS 1982) melalui Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Ta-

hun 1985, tepatnya Pasal 29, Pasal 73, Pasal 

110 Pasal 111 dan Pasal 224.

2. Barang bukti berupa kapal ikan berbendera 

asing yang sudah ditenggelamkan oleh penyi-

dik, proses hukumnya masih dapat dilanjutkan 

ke proses penyidikan, penuntutan dan proses 

persidangan di pengadilan, sepanjang peristiwa 

tersebut didukung oleh minimal dua alat buk-

ti yang sah. Terkait barang bukti yang akan di-

hadirkan pada saat persidangan, dapat berupa 

dokumentasi baik menggunakan kamera mau-

pun audio visual (video), ikan hasil tangkapan 

yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian 

serta membuat Berita Acara pembakaran dan/

atau penenggelaman kapal. Ketentuan ini telah 

diperkuat dengan di keluarkannya Surat Edar-

an Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara 

Pidana Perikanan. 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada 

TNI AL untuk menembak, membakar dan me-

musnahkan kapal ikan berbendera asing yang 

cukup bukti melakukan tindak pidana perikan-

an di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia tidak membawa pengaruh 

buruk terhadap hubungan persahabatan antar 

negara. Adapun alasan yang dapat dijadikan 

argumentasi terhadap perintah untuk menem-

bak, membakar dan memusnahkan kapal ikan 

berbendera asing yang cukup bukti melakukan 

tindak pidana perikanan adalah:  a) tindakan 

penembakan dan pembakaran memiliki dasar 

hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-

Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Per-

ubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 



Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 9 No.1 Januari 2015

-38-

2004 tentang Perikanan dan berdasarkan Pene-

tapan Pengadilan (Pasal 76A). b) Tindakan tegas 

dari Pemerintah Indonesia terhadap para pela-

ku illegal fishing oleh kapal perikanan berben-

dera asing berupa penenggelaman, sudah dila-

kukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

hukum yang berlaku. c) Penenggelaman kapal 

ikan yang melakukan illegal fishing akan mem-

berikan efek jera kepada para calon pelanggar 

tindak pidana perikanan yang lainnya.

Saran

1. Kepada Pemerintah agar mempertimbangkan 

aspek asas manfaat dalam mengelola permasa-

lahan kapal ikan asing, khususnya menyang-

kut kondisi kapal-kapal yang apabila memang 

sangat layak dapat dimanfaatkan dengan cara 

dihibahkan kepada masyarakat nelayan lokal di 

sekitar locus delictie nya. Diharapkan dengan 

adanya pemanfaatan tersebut akan meningkat-

kan daya jelajah dan durasi kegiatan penang-

kapan ikan oleh masyarakat nelayan lokal yang 

selama ini kurang mampu bersaing dengan ne-

layan-nelayan asing di wilayah perairan Indone-

sia.

2. Kepada DPR dan Pemerintah agar mengevaluasi 

dan meninjau kembali Pasal 69 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubah-

an Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan. Apakah tindakan khusus itu 

hanya diberikan kepada penyidik PPNS Peri-

kanan atau termasuk penyidik Perwira TNI AL 

dan penyidik Polisi Negara RI sebab penerapan 

Pasal 69 ayat (4) semata-mata dalam konteks pe-

laksanaan fungsi kapal pengawas perikanan. Se-

hingga ketentuan pasal tersebut perlu diadakan 

revisi agar tidak menimbulkan problem yuridis 

hal ini bertujuan untuk memperoleh kepastian 

hukum dan tidak ada multi tafsir. 

3. Kepada TNI AL (KRI) meskipun secara hukum 

nasional, ketentuan dan kewenangan untuk 

memusnahkan kapal ikan asing dengan cara di-

tenggelamkan telah diatur prosedur dan meka-

nismenya, namun dalam implementasinya agar 

para Komandan KRI mencermati dan memper-

timbangkan berbagai faktor baik faktor yuridis, 

teknis maupun tanggungjawab komando. Fak-

tor yuridis, tindakan kekerasan terhadap kapal 

ikan asing pada saat pemeriksaan di laut agar 

mengacu pada ketentuan Peraturan Kasal No-

mor Perkasal 32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 ten-

tang Prosedur Tetap Penegakan Hukum dan 

Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdik-

si Nasional oleh TNI AL.
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